
PERUBAHAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN  HASIL PEMILIHAN  

2024 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 06 
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH 
KONSTITUSI 
 
ABSTRAK :      bahwa dalam rangka penambahan personil tim penyelesaian Perselisihan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Mahkamah 
Konstitusi, maka perlu menetapkan perubahan keputusan tentang Pembentukan dan 
Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi; 

  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang 
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 06 
Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Mahkamah 
Konstitusi; 

 
Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah: 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran 
dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749; 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, 
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 60); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
496); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 833); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor); 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis 



Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 
 
 
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 29 Tahun 2025 diatur tentang: 
 
Menetapkan Nama-Nama Personil sebagai Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Mahkamah 
Konstitusi 
 
CATATAN :   -  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 

Februari 2025. 
-  Lampiran 3 halaman 


